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1. Mandat dan Landasan Konstitusional Hukum 
Pertambangan
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Peta Sebaran Potensi Sumber Daya dan Cadangan
Mineral Logam dan Batubara

Sumber: geoportal.esdm.go.id

• Indonesia masih mampu
memproduksi sederet
SDA yang dapat
diperbaharui maupun
tidak, termasuk Minerba
hingga saat ini

• Indonesia menduduki
peringkat 1 tambang
emas bawah tanah
terbesar di dunia dengan 
kualitas terbaik
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Dasar Hukum Minerba Pasca Perubahan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas UU 4/2009;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta
Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 
Batu Bara.

5. Beberapa Putusan MK terkait Minerba.
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oleh UUD 1945 memberikan

•

•

•

•

•

rakyat.

4 (Empat) Alasan UU Minerba diubah menjadi UU 3/2020:

a. Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi;
b. Memenuhi Kebutuhan Hukum;
c. Sinkronisasi dengan UU Pemerintahan Daerah;
d. Rasionalisasi Pasal-Pasal yang tidak implementatif.

Sumber: Walhi, 2021 
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Pertambangan
Minerba: 

Menopang
Pertumbuhan

Ekonomi 



Bagaimana Indonesia Mengelola Sumber
Daya Minerba yang Begitu Melimpah Ini?
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Konstitusi pada dasarnya telah mengatur
pokok-pokok atau prinsip dasar kebijakan
ekonomi termasuk pengelolaan berikut
pemenuhan hak atas ekonomi dengan 

mengarahkan negara untuk 
menyelenggaraakan kewajiban sumber

daya dan kewajiban kebutuhan akan hak
– hak ekonomi dan sosial
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Bagaimana Indonesia Mengelola Sumber
Daya Minerba yang Begitu Melimpah Ini?
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Negara harus hadir dalam menyediakan
“basic goods and services” untuk warga negaranya. 

Keberadaan pertambangan Minerba Indonesia yang melimpah
mengharuskan negara untuk masuk ke dalam mekanisme pasar dan 
memberikan jaminan terpenuhinya hak ekonomi warga negara yang 

dijamin oleh konstitusi sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi yang 
dianut. Oleh karenanya UUD sebagai konstitusi tidak hanya merupakan

dokumen politik, namun juga dokumen ekonomi.
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Penerapan norma konstitusi ekonomi dalam
pelaksanaanya harus didasarkan kepada asas – asas
berikut:

(1) asas tanggung jawab negara (state liability);
(2) asas legalitas, yang memberikan jaminan

keadilan, kepastian, dan perlindungan;
(3) asas keberlanjutan (sustainability) yang

mengakui dan menyadari bahwa sumber daya
itu bersifat terbatas dan adanya jaminan untuk
dapat dinikmati oleh generasi kini dan yang
akan datang; dan

(4) asas manfaat, balik secara ekonomi maupun
sosial.
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“Cabang-cabang produksi yang penting bagi

negara dan yang menguasai hajat hidup

orang banyak dikuasai oleh negara”

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 

dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat“

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

Cabang-Cabang Produksi 

Strategis Harus Dikuasai 

Oleh Negara
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Apakah Negara sudah melaksanakan
mandat Konstitusi melalui pengelolaan

Minerba? 
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Indonesia memiliki tugas besar
dengan masih tingginya tingkat kemiskinan

di daerah-daerah penghasil tambang, 
padahal Industri Minerba penyumbang PNBP tertinggi
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denny@integritylawfirm.id



oleh UUD 1945 memberikan

•

•

•

•

•

rakyat.

ANOMALI 
KEMISKINAN DI 

WILAYAH TAMBANG 
BATU BARA

denny@integritylawfirm.id
4

Sumber: BPS & Extractive Industries TransparencyInttiative, EITE (diolah), 
https://beritagar.id/artikel/berita/anomali-kemiskinan-di-wilayah-tambang-batu-bara, 31 
Juli 2019 
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oleh UUD 1945 memberikan

•

•

•

•

•

rakyat.

ANOMALI KEMISKINAN DI 

WILAYAH TAMBANG BATU 

BARA
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Dari tiga provinsi di atas, angka
kemiskinan tertinggi tercatat di
Sumsel (13,39 persen), disusul
Kaltim (6 persen), kemudian Kalsel
(4,5 persen).

Sumber: BPS & Extractive Industries TransparencyInttiative, EITE (diolah), 
https://beritagar.id/artikel/berita/anomali-kemiskinan-di-wilayah-tambang-batu-bara, 31 
Juli 2019 
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oleh UUD 1945 memberikan

•

•

•

•

•

rakyat.
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Angka kemiskinan tertinggi tercatat
di Kutai Timur, Kaltim. Padahal
sepertiga wilayahnya adalah area
tambang batu bara. Sementara di
Kalsel, angka kemiskinan tertinggi
ada di Tabalong, yang 15 persen
wilayahnya adalah tambang batu
bara.

Sumber: BPS & Extractive Industries TransparencyInttiative, EITE (diolah), 
https://beritagar.id/artikel/berita/anomali-kemiskinan-di-wilayah-tambang-batu-bara, 31 
Juli 2019 
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Bukan hanya soal ekonomi dan 
kesejahteraan, “dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Tapi juga soal keadilan atas
penguasaan. Karena itu “dikuasai

oleh negara”, menunjukkan mandat
tunggal pada negara

Termasuk mandat
pelestarian lingkungan

(sustainability)

Mandat
Konstitusi

denny@integritylawfirm.id

17



18

2. Penguasaan Negara atas SDA
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MODEL IDEOLOGI PENGUASAAN NEGARA
TERHADAP SUMBER DAYA ALAM

1. Penguasaan Negara Liberalis;
Kebebasan dan kesetaraan; State is self-
interested; Kompetisi; dan Positive Sum Game.

Penguasaan Negara Sosialis;

Kolektivisme; dan Over-powered Government.
2.

3. Penguasaan Negara Monarkis;
Penguasaan berdasarkan pengaturan Raja/Kepala
Negara.

4. Penguasaan Negara Pancasilais. Negara melakukan
pengurusan, pengaturan,
pengelolaan, pengawasan sumber daya alam
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

denny@integritylawfirm.id

Sumber: INTEGRITY Law Firm, Merumuskan Konstitusionalitas dan Legalitas Peran Negara 
Serta Pelibatan Swasta dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia, (tidak dipublikasi),
hlm. 16-24.

19



“Cabang-cabang produksi yang penting bagi

negara dan yang menguasai hajat hidup

orang banyak dikuasai oleh negara”

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 

dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat“

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

Cabang-Cabang Produksi 

Strategis Harus Dikuasai 

Oleh Negara
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Pemaknaan Terhadap Frasa
‘’Dikuasai Oleh Negara’’
Menurut Putusan MK

No. 001-021-022/Puu-I/2003

negara (regelendaad)

kewenangan legislasi

pelaksanaan penguasaan

regulasi oleh

sebesar-besarnya

Fungsi Pengurusan

(bestuursdaad)

Pemerintah dengan 
kewenangannya untuk 

mengeluarkan dan 
mencabut fasilitas 

perijinan, lisensi dan 
konsesi

Fungsi pengelolaan (beheersdaad)

dilakukan melalui mekanisme 
pemilikan saham (share-holding) 

dan/atau melalui keterlibatan 
langsung dalam manajemen Badan 

Usaha Milik Negara atau Badan 
Hukum Milik Negara sebagai 

instrumen kelembagaan, yang 
melaluinya Negara, c.q. Pemerintah, 

mendayagunakan penguasaannya 
atas sumber-sumber kekayaan itu 

untuk digunakan bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat

Fungsi Pengawasan

(toezichthoudensdaad)

dilakukan oleh Negara, c.q. 
Pemerintah, dalam rangka 

mengawasi dan 
mengendalikan agar

oleh negara atas sumber-
sumber kekayaan dimaksud 

benar-benar dilakukan untuk

kemakmuran seluruh rakyat.

Fungsi pengaturan oleh

dilakukan melalui

oleh DPR bersama

Pemerintah, dan

Pemerintah

“Dikuasai Oleh Negara”

21
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Peringkat 3: Negara
melaksanakan fungsi

pengaturan dan 
pengawasan.

Peringkat 2: Negara 
membuat kebijakan 

dan pengurusan 
guna mencapai 
tujuan sebesar-

besarnya 
kemakmuran rakyat

Peringkat ‘’Penguasaan Oleh 
Negara’’ menurut Putusan MK 
Nomor 36/PUU-X/2012

Peringkat 1: Penguasaan 
oleh negara adalah 

melakukan pengelolaan 
secara langsung atas 
sumber daya alam

denny@integritylawfirm.id
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Keterkaitan antara hak penguasaan
negara dengan sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat, menurut Bagir
Manan akan mewujudkan kewajiban

negara sebagai berikut:

1. Segala bentuk pemanfaatan atas bumi, air serta
hasil yang didapat (kekayaan alam), harus
secara nyata meningkatkan kemakmuran dan 
kesejahteraan masyarakat; 

2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak
rakyat yang terdapat di dalam atau di atas
bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu;

3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun
yang akan menyebabkan rakyat tidak
mempunyai kesempatan atau akan kehilangan
haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufik, “Tafsir MK
Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial
Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002”,
Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 1 , 2010, hlm. 153 – 154.



Kriteria Kemakmuran Rakyat
(Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010)

1.

2.

Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat;

Tingkat
rakyat;

Tingkat
sumber

pemerataan manfaat sumber daya alam bagi

3. partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat
daya alam; serta

4. Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun
temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

denny@integritylawfirm.id
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3. Masalah Hukum Pertambangan
di Indonesia

25
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Masalah Hukum Pertambangan dalam Sistem Ketatanegaraan

1. Soal kewenangan negara, bukan sentralisasi atau
desentralisasi, tapi prinsip good governance

2. Penguasaan oleh Negara, atau oleh segelintir oligarki yang 
mengontrol Negara

3. Kerusakan lingkungan

4.    Tidak berjalannya penegakan hukum, keterlibatan aparat

denny@integritylawfirm.id
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oleh UUD 1945 memberikan

•

•

•

•

•

rakyat.

Tata Kelola Pertambangan
Pasca Terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020

Implementasi UU 3/2020 masih sulit
dilakukan mengingat masa transisi dari
desentralisasi ke sistem sentralisasi
menghadapi risiko, yaitu kemungkinan
bertambahnya izin penambangan liar.

Sumber: pwypindonesia.org, 2021

27
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Kewenangan Pemerintah Pusat 
(Pasal 6 UU 3/2020)

28

a. menetapkan rencana pengelolaan Minerba nasional;
b. menetapkan kebijakan Mineral dan Batubara nasional;
c. menetapkan peraturan perundang-undangan;
d. menetapkan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
e. melakukan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan

pada seluruh Wilayah Hukum Pertambangan;
f. menetapkan WP setelah ditentukan oleh Pemerintah

Daerahprovinsi sesuai dengan kewenangannya dan  
berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;

g. menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
h. menetapkan WIUP Mineral bukan logam dan WIUP  

batuan;
i. menetapkan WIUPK;
j. melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas;
k. menerbitkan Perizinan Berusaha;
l. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
m.pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan  

Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan
Berusaha;

n. menetapkan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan,  
dan konservasi;

o. menetapkan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan  
Pemberdayaan Masyarakat;

p. melakukan pengelolaan dan penetapan penerimaan negara  
bukan pajak dari hasil Usaha Pertambangan Mineral dan  
Batubara;

q. melakukan pengelolaan informasi geologi, informasi potensi
sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi
Pertambangan;

r. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
Reklamasi dan Pascatambang;

s. melakukan penyusunan neraca sumber daya Mineral dan  
Batubara tingkat nasional;

t. melakukan pengembangan dan peningkatan nilai tambah
kegiatan Usaha Pertambangan;

u. melakukan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dalam
penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan.

v. menetapkan harga patokan Mineral logam, Mineral bukan
logam jenis tertentu, Mineral Radioaktif, dan Batubara;

w. melakukan pengelolaan inspektur tambang; dan
x. melakukan pengelolaan pejabat pengawas Pertambangan;
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Indische Mijn Wet (IMW) 1899 (UU Pertambangan Hindia Belanda) 
dengan  beberapa kali perubahan pada tahun 1910 dan tahun 1918

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 37 Tahun 
1960  Tentang Pertambangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Pertambangan (Sentralistik Untuk Kewenangan Perizinan)

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Desentralisasi, Prinsip Otonomi Daerah Pengelolaan Pertambangan)

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral 
dan  Batubara (Resentralisasi)
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Perjalanan Dasar Hukum Pengaturan
Pertambangan di Indonesia



30
denny@integritylawfirm.id

Mafioso Tambang di 
Daerah



oleh UUD 1945 memberikan

•

•

•

•

•

rakyat.

4 (Empat) Persoalan Krusial UU Minerba
Yang Merugikan Masyarakat Luas:

a. Masyarakat tidak bisa mengajukan keberatan ke Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota, karena Minerba tidak lagi menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

b. Resiko kriminalisasi terhadap penolakan aktifitas perusahaan tambang;
c. Perusahaan tambang masih bisa beroperasi meski telah terbukti merusak

lingkungan dan pemukiman masyarakat;
d. Perusahaan tambang bisa mengeruk keuntungan sebanyak mungkin, 

bahkan dengan jaminan royalty 0%.

Sumber: Walhi, 2021 
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Batubara, Banjir, Kerusakan Lingkungan, 
dan Kematian
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Permasalahan Perizinan Tambang
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Normalisasi Penambangan Ilegal
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Penambangan illegal terjadi di wilayah hutan
Blok Mandiodo, Kecamatan Molawe,
Kabupaten Konawe Utara. Tanpa IUP dan
IPPKH, bebas melakukan penambangan.

Anehnya, aparat setempat bahkan BUMN
yang ada di sana, merasa tidak pernah
melihat penambangan illegal tersebut.

Hal semacam ini terjadi di daerah lain, seperti
di Kalimantan, Maluku, dsb. Seakan
penambangan illegal jauh lebih menarik
daripada tambang resmi.



LISENSI YANG KORUPTIF DAN PEMBIARAN ATAS KETIDAKPASTIAN HUKUM
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1. Perizinan tambang masih menjadi ceruk perilaku KKN lintas
instansi;

2. Dihilangkannya upaya hukum Fiktif Positif ke PTUN, membuat
pemerintah semakin superior terhadap pengabaian permohonan
perizinan. Berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum;

3. Tumpang tindih perizinan dan ketidakjelasan penanggung jawab
(pemegang hak) di sebuah WIUP, menjadi pintu masuk
menjamurnya penambangan illegal.
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Pertambangan
Minerba di 

kuasai
Oligarki?

Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian

Pasal 169A UU 3/2020 Perubahan UU 4/2009 Pertambangan

Mineral Dan Batu Bara

Melalui Putusan MK tersebut Perpanjangan Kontrak Karya dan

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara agar

mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tidak secara

ototmatis diberikan jaminan begitu saja.

TIDAK BERLAKU SURUT



4. DUITokrasi Kills Indonesian 
DEMOcracy
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Masalah hukum pertambangan dalam sistem
ketatanegaraan tidak dapat dilepaskan dari isu

duitokrasi yang melahirkan lingkaran oligarki politik. 
Lingkaran oligarki politik ini kemudian akan

mensponsori figur pemimpin untuk dikendalikan,
serta menjadi akar candidacy buying dalam Pemilihan

Umum hingga Pemilihan Kepala Daerah.

denny@integritylawfirm.id
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Oligarch: Penguasa berpilin
dengan pengusaha

Parpol yang Koruptif

Media yang Terkooptasi

Oknum Aparat Keamanan

The Real 
Power 

Holders
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Source: Duschinsky
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Lingkaran Setan Korupsi Politik
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WHAT’S NEXT?

• Konsistensi “dikuasai oleh negara untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat”

• Penegakan hukum antimafian peradilan

• Demokrasi harus Kembali ditegakkan
melawan DUITokrasi.

denny@integritylawfirm.id
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INTEGRITY Programs

• INTEGRITY Scholarship

• INTEGRITY Constitutional Discussion

• INTEGRITY Legal Training

• INTEGRITY Legal Update

• INTEGRITY Client Alert

• INTEGRITY Constitutional Advocacy

https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/
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